LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SERI: p

TAHUN 1998 NOMOR: 3

PERATURAN DAERAI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

Menimbang

~ PANGKALPINANG ; :
NOMOR : 16 TAWUN 1998
TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAKN

DENGAN RARMAT TUNAN YANG MAMA ESA
WALTKOTAMADYA KEPATA DAFRAN TINGKAT IT PANGKALPINANG.

: 2.

b.

Ce

bahwa Retribusi Daerah merupakan  sumber
pendapatan yang cukup potensial guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan
Pembangunan Daersh yang nyata, dinamis,
serasi dan bertanggungjawab dengan titik
berat pada Daerah Tingkat II,

bahwa dalam rangka meningkatkan penerima-
an daerah sejalan dengan Undang-undang RI
Nomor 18 Tahun 1997 yang mengarah pada
Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi =

-sederhana, adil, efektif dan efesien se -

hingga dapat menggerakkan peran serta
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan ,
maka memandang perlu diadakan pengenda =
lian, pengarahan dan pengelolaan serta
pembinaan secara sempurna dan berlanjut
untuk pasar grasir dan atau pertokoan,

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapa -
tan Asli Daerah guna menunjang Pembengu -
nan Daersh, maka setiap penggunman Pasar
Grosir dan-satau pertokoan perlu dipungut-
Retribusi,
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d. bahwa sebagai tindak lanjut untuk memenuhi-~
hal=-hal tersebut diatas sebagaimana huruf a
b dan ¢, perlu diatur den ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TingkatIl
Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingka® II dan Kotapra-
ja diSumatera Selatan (Lembaran Negara Ta~—
hun 1959 Nomor 73, Tembahan Lembaran Nega-
ra Nomor 1913).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lemba~
ran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan -
Lembaran Negara Nomor 3037).

3, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara No
mor 3209).

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya~
Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabu -
ten Daerah Tingkat II Bangka.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 -
tentang Retribusi Daerah,

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawail Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah,

9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M,04-PW.
0% Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pe
gawal Negeri Sipil,

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
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Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daersh dan
! Peraturan Daerah Perubahan.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang wak
tu.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Dae~
rah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

13, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retri
busi Daerah,

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Pedoman Pemeriksaan dibidang Retri
busi Daerah,

Dengan Persetujuen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... Kota-—
madya Dasrah Tingkat II Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN

Me‘-netapka.n : PERATURAN DAFRAR KOTAMADYA DAFRAN TINGKAT II

.

PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN ATAU PERTOKOAN,

BaB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Co

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.
Pemerintah Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkalpinang.

Kepala Daerah adalsh Walikotamadya Kepala Daerah Tk II
Pangkalpinang.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meiiputi -
persercan terbatas, perseroan komanditer, perseroan la
innya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama den dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan
firma, koperasi, yayasan atau orgenisasi yang sejenis,



i.

Js

k.

1.

m,
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lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.

Dinas Pendapatan Daersh adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kotamadya Daerah Ting:=
kat II Pangkalpinang,

Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Pang
kalpinang.

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selan -
Jutnya disebut retribusi adalah pungutan dacrah = atag
pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah .. de~
ngan menganut prinsip komersial karena pelayanan terse
but belum cukup disediakan oleh Swasta.

Pasar grosir atau Pertokocan adalah pasar grosir berba~
gal jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ter
nak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang
dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pe—
merintah Daerah Kotamadya Daereh Tingkat II Pangkal -
pinang, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan
Daerah Pasar dan Pihak Swasta,

Tempat penjualan dalam partai besar adalah tempat pen-
Juel dan pembeli dapat melakukan transaksi jual Dbeli
sandang/pekaian, ikan, ternak,hesil bumi dan hasil
hutan melalui jual beli.

Penjual adalah orang pribadi dan atau kelompok peda -
gang/nelayan atau pemilik barang, ikan, hasil bumi
dan hasil hutan yang melakukan penjualan melalui pele~
langan dan atau pembelian dalam partal besar,

Pembell adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang
membeli ikan, barang atau hasil bumi, hasil hutan
melalui pelelangan dalam partail besar,

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibi.
dang retribusi dacrah sesuai dengen Peraturan Perun -
dang-undangan yang berlaku,

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha -
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atan
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi ateu badan,
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0. Jasga Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah yang berupa pemakaian tensh dan bangunan, de -
ngan menganut prinsip komersial karena pada dasarnyea
dapat pula disediaken oleh stktor swasta,

P+ Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk meman
faatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Dae
rah,

q. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSR
D adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi un-
tuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi -
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

r., Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di-
sebut SKHD adalah surat keputusan yang menentukan be -
sarnya jumlah retribusi yang terutang.

5. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar selanjutnya di-

~~sebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan -
Jjumlah kelebihan pembayaran retribusi karena Jumlah
kredit retribusi besar dari retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

u. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar selanjutnya di
sebut SKRDXB adalah surat keputusan yang menentukan -
besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekura
ngan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi admin
trasi dan jumlah yang masibh herus dibayaxr, ’

ve Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut
STRD adalsh surat untuk melakukan tagihan retribusi-
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda,

w. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah -~
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyi-
dik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah .Dae~
rah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang de-
ngan bukti itu membuat terang tindak pidana - .3ibidang

. retribusi daereh yang terjadi serta menemukan tersang-
kanya. ;

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasel 2
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Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan da-
lam Kotemadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dipungut
retribusi.

Pasal 3 .
Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah atas penggunaan / Pemanfaatan - tempat
berjualan di Pasar berbagal jenis barang yang - dijual
secara groasir,
Pasal 4
Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi dan

atau badan yang menggunakan/menimkati pelayanen jasa usa~
ha yang bersangkutan.

Pasal 5

wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang
menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk permungut
atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan termasuk golo -
ngan retridbusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal T

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luasnya tempat
usaha dan atau jumlah. serta jenis barang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan strukiur dan besarnyea
tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh -
keuntungan yang laysk sebagai péngganti biaya pengadaan ,
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pgmeliharaa.n, operasional dan biaya pengendalian dan pe -
ngawasan,

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pagal 9

(1) Atas pemakaian fasilitas pasar dikenakan retribusi se
bagai berikut :

a. Dengan luas gsampai dengan 9 e 3 .
meter persegl ..ecvecevees.. Bpe  150.000,00/fabtun,

b. Dengan luass lebih dari 9 me-
ter persegi sampal dengan 12
meter Persegi seesceescesceeBpa  180.000,00/tahun,

c. Dengan luas lebih 12 meter
persegi sampai dengan 20
meter persegi sveesesssscess Rpe  360,000,00/tahun,

d. Dengan luas lebih daxi 20
persegi sampai dengan 36
meter persegl seessssssscsae an SO0.000.00/tahun.
e. Dengan luas lebih dari 36
meter persegi sampai dengan :
54 meter persegi sesescessss Rp. 900,000,00/tabun,
f. Dengan lues lebih dari 54
meter persegi sesisssecessss Rp.1.200,000,00/tahun,
(2) Atas pemakaian tempat pelayanan pasar grosir dikenakan
retribusi sebagai berikut : :

a. Penjualan karet sebesar 5 % (lima persen) dari
harga jual,

b. Penjualan kopi sebesar 5 % (lima persen) dari harga
Jual,

¢. Penjualan ikan sebesar S % (lima persen) dari harga
jual.

d. Sandang/pakaian sebesar 5 % (lima persen) dari
harga jual.

e. Ternak sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual.
f. Lada/cengkeh sebesar 5 % (lima persen) dari harga

Jual,
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g. Rotan/kayu sebesar 5 % (lima persen) dari harga
ju&lo
h. Buzh-bushan sebesar 5 % (lima persen) dari harga
Jual. .
i. Seyur—sayuran sebesar 5 % (lima persen) dari har
ga jual,
BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10
Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak
ketiga.
Pasal 11
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Doku-
men lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar te
pat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan san
si administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan darli administrasi berupa bunga yang ti -
dak atau jurang dibayarkan dan ditagih dengan menggu-

nakan STRD,
BAB VIII
WILAYARK PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah,
BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retrbusi adalsh jangka waktu tertentu yang  lamanya
ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetap
kan besarnya retribusi terutang.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkan -
nya SKRD atau dokumen lain yang dipersamalan.
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BAB X

i Pasal 15

rbudi herus dilakukan secara tunai /

(1) Pembayaran ret
lung.a. : ;,'e' E L .

(2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah
atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang-
ditentukan dengan menggunakan SKRD.,

(3) Dalam hal pembayaran dilakuken di tempat laip  yang
ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah ha-
Tus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24

Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala
Daerah,
BAB XI
2 i TATA CARA PENAGIMAN
Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain
Yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaen pena-
gihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh 3
hari sejak jatuh tempo pembayaran,

(2) Dalam jangka waltu 7 (tujuh) hari setelah Surat Tegu-
ran/Surat Peringatan/surat lsin yang sejenis, %ajib -
retribuai harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di -
keluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk,

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melzksana~
kan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUST

Pasal 18

1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringa -
P - P
nan dan pembebasan retribusi,
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{2) Tata oara pemberian pengurangan, keringanan dan pembe
"' basan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayab (1)
.. ditetapkan oleh Kepala Daerah, *

BAB XIII
KEDAKUARSA PENAGTHAN
Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah kedalu

arsa setelah melampani jangka waktu 3 (tiga) Tahun

. terhitung sejak saat terutangnya retribusi,  kecuali

- apabila wajib retribusi melalukan tindakan pidana di
bidang retribusi daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi daerah sebagaimana di
maksud pada ayat (1) tertangguh apabila 3

a. Diterbitkan Surat Teguran atau.
b, Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.
- BAB XIV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 20
Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Dae-
rah ini diancam pidana kurungan selama~lamanya 3
(tiga) bulan dan atan denda sebanyak-banyalmya 2
(dua) kali retribusi yang terutang.

"(2) Tindekan pidana dimaksud peda ayat (1) pasal ini eda~
lah pelanggaran,

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasgal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan -
Pemerintah Daersh diberi wewenang khusus ' gebagai



145
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah,

(2) ‘Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
adalah :

a, Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketew
rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan ° atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mee.
ngenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaren
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Perpajakan Daerah tersebut,

c. lMeminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri-
badi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah,

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen~
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibi -
dang Perpajakan Daerah,

ee Melakukan penggeledahan untuk mendapetkan = bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dckumen-dokumen la
in, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut,

f, Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana
an tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpaja
kan Daerah,

€. Menyuruh berhenti, melarang sesecrang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan Sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimakeud pada hu -
ruf e,

h. Memotrer seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Perpajaken Daerah,

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan -
diperiksa sebagal tersangka atau saksi,

Jo Menghentikan penyidikan,

ko Melakukan tindakan lain erlu untuk kelanca -
ran penyidikan tindak piggnng g).bidang Perpajakan
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Daerah menurut Nukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberita
hukan dimulainya penyidikan den menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ke-
tentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Nukum Acara Pidana,

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peleksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang -
kan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang,

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pade tanggal : 28 Januari 98

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAR KOTAMADYA DAERAN
TK 11 PKPINANG,
KETUA,
Cap / Dto Cap / dto

DRS.A.NUDARNI RANI,SH DRS . K. 30FYAN RHBUIN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAR-
TINGKAT II PANGKALPINANG,
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DISARKAN : DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kodya

Dengan Keputusan Fenteri Uati IT Pangkalpinang

Dalam Negeri Republik

e Nomor & 3 Tahun 1999
Nomor 2 974.26-324 Seri : B
Tanggal : 15 April 1999 Tanggal : 28 April 1999

Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah Direktorat Pembinaan d

Pembinaan Daerah Sekretaris Kotamadya,

.

Cap / Dto Cap / Dto
DRS., K AU S AR, 4S DRS,H. A MERCEAN MUKTI

o PEMBINA TX I
NIP.Q10045172,



